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PERMENDIKBUD NO 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN,
PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN
TINGGI SWASTA

KEPDIRJENDIKRISTEK NO. 163/E/KPT/2020
TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PERUBAHAN PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN D,

AKADEMIK ‘

13 (N

©



©

© Ketersediaan Lahan Calon Kampus

Ketersediaan lahan atas nama badan penyelenggara:
luas lahan harus memenuhi persyaratan minimal
sertifikat seluruhnya atas nama badan penyelenggara
Dalam hal terdapat lebih dari satu sertifikat, luas lahan harus memenuhi
syaratdan terdapat dalam satu kecamatan
Lihat apakah peruntukan lahan tidak untuk pertanian/perkebunan dll '
( intinya dapat untuk kampus, khususnya yang berupa tanah wakaf ) ‘
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PERSYARATAN LAHAN

© Ketentuan Pasal 11 Ayat ( 2 ) huruf f

Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit:

1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;

2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau

3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, akademi,

atau akademi komunitas. '

Status Lahan : ‘

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan
Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan
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Perkecualian
©
Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan,
pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal luas lahan untuk Kampus
PTS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f tidak dapat dipenuhi, '
Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan
BP mengajukan permohonan kepada Menteri ‘

( Diskresi Menteri )
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© Aturan Peralihan ©

Pasal 88 Ayat (1) :

Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dan huruf

g angka 1 sampai dengan angka 5 belum dapat dipenuhi:

a. Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau
prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-
menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di '
hadapan Notaris; ‘
b. perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak
perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.

©




©

©

Dalam hal status lahan untuk kampus PTS belum atas nama

Badan Penyelanggara,

Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama

pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa

dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan

Notaris ( Hak Opsi ) .

Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama '
10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ‘
ditandatangani.
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Pasal 88 Ayat (2) : Dalam hal izin Pendirian PTS

telah diterbitkan, Badan Penyelenggara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

harus memiliki lahan dengan status Hak Pakai,

Hak Guna Bangunan, atau Hak Milik pada saat '
perjanjian sewa-menyewa berakhir. ‘
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© Akta Sewa Lahan Akta Sewa Bangunan

Ketersediaan sewa menyewa lahan dalam hal Ketersediaan sewa menyewa bangunan

tidak tersedia sertipikat kepemilikan lahan atas . v
sebagai kelengkapan sarana prasarana,
-+ nama badan penyelenggara:

maka :

para pihak yang melakukan perjanjian harus
memiliki kapasitas melakukan perjanjian
2. perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris,
tidak boleh dibawah tangan
3. jangka waktu perjanjian maksimal 10 tahun
4. Dalam perjanian sewa harus disertai hak opsi
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu perjanjian
sewa, maka akumulasi luas lahan harus
terpenuhi; dan
6. lahan terletak dalam satu kecamatan
7. tidak terdapat afiliasi dalam perjanjian

para pihak harus memiliki kapasitas +
melakukan perjanjian

perjanjian dibuat dalam bentuk akta
notaris, tidak boleh dibawah tangan
jangka waktu perjanjian maksimal 10 @
tahun

terdapat hak opsi dalam perjanjian
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